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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia terdiri dari daratan yang terbagi menjadi beberapa pulau yang 

dipisahkan oleh lautan sehingga sarana pengangkutan adalah suatu hal yang 

berpengaruh dalam segala hal dalam kehidupan masyarakat, baik itu untuk 

kegiatan ekonomi dan juga untuk menjaga keuntungan kedaulatan wilayah 

negara.1 Pada era saat ini, dampak dari revolusi teknologi, telekomunikasi, 

dan transportasi atau dikenal juga dengan revolusi 3T telah menjadi 

kenyataan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.  

Penggunaan jasa pengangkutan, terlebih lagi dalam pengiriman barang 

yang melintasi antar pulau dan bahkan melintasi antar negara adakalanya 

harus menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Untuk mengatasi hal 

tersebut, dibutuhkan terobosan agar pengiriman barang dapat lebih efesien 

dalam proses pengiriman barang. Dengan kata lain mulai dibutuhkan sistem 

transportasi cukup satu saja, namun dapat digunakan dalam berbagai moda 

transportasi. Lebih tepatnya mulai dibutuhkan suatu sistem pengiriman 

barang dengan angkutan atau transportasi dengan menggunakan lebih dari 

dua moda transportasi namun cukup menggunakan satu kontrak sebagai 

dokumen atau yang bisa disebut sebagai angkutan multimoda.2 Pelaksanaan 

                                                 
1 Sentosa Sembiring, Hukum Pengangkutan Laut, 2019, Bandung: Nuansa Aulia,  hlm. 3. 
2 Ibid., hlm. 139. 
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angkutan multimoda yang baik dan efisien memerlukan integrasi, baik itu 

integrasi fisik, integrasi waktu, maupun integrasi sistem agar pelaksanaan 

distribusi barang menjadi lancer dan efisien. Hal ini untuk mendorong para 

pelaku usaha untuk lebih memaksimalkan penggunaan multimoda dalam 

mendistribusikan barang. 

Pelayanan dalam angkutan multimoda memiliki cakupan beberapa dalam 

melaksanakan tugasnya, yaitu berupa pengiriman barang, kemudian 

pelayanan pengurusan transportasi (freight forwarding). 

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah tercakuo 

beberapa ketentuan pengaturan mengenai angkutan multimoda, yaitu 

Peraturan Presiden yang selanjutnya disingkat menjadi Perpres yaitu pada 

Perpres No. 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Framework 

Agreement on Multimoda Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean 

Tentang Angkutan Multimoda), Peraturan Menteri Perhubungan yang 

selanjutnya disingkat menjadi Permenhub yaitu pada PM No. 8 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda , dan 

Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disingkat menjadi PP yaitu pada PP 

No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, namun dalam hal ini belum 

ada pengaturan tentang angkutan multimodda yang dimuat secara khusus 

dalam suatu Undang-undang yang selanjutnya disingkat menjadi UU.3 

                                                 
3 Marlia Herwening, “Kesiapan Perusahaan Jasa Angkutan Logistik Sebagai Badan Usaha 

Angkutan Multimoda (Studi Kasus Di DKI Jakarta”, Jurnal Penelitian Transportasi Darat,  Vol. 15 

No. 3, September 2013, 

https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnaldarat/article/view/1205. 
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Ketentuan yang mengatur mengenai multimoda terdapat pada PP No. 8 

Tahun 2011 istilah yang digunakan dalam aturan ini yaitu adalah angkutan 

multimoda. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2011 tentang 

Angkutan Multimoda, pengertian angkutan multimoda yaitu angkutan 

multimoda adalah sebuah sistem transportasi bermuatan barang yang 

memungkinkan penggunaan satu dokumen untuk lebih dari dua moda 

transportasi yang digunakan selama pengiriman barang.4 Dalam hal 

dibentuknya PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda ini 

merupakan penggabungan peraturan pelaksanaan dari empat Undang-

Undang Transportasi di Indonesia, yaitu UU 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Penerbangan. 

Dalam setiap UU tersebut ada dasar hukum yang mengatur perlunya 

dibuat Peraturan Pemerintah transportasi angkutan mutimoda tersebut, yaitu 

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 148, UU Nomor 

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 55, UU No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 165 ayat (4), dan UU No. 

1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 191. 

Jika ditelusuri dalam keputusan hukum pengangkutan transportasi dapat 

dilihat berbagai pandangan para ahli, dengan berkaca kepada perkembangan 

masyarakat dan dengan melihat lokasi geografis Indonesia yang terdiri dari 

                                                 
4 Ibid. 
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berbagai pulau, kehadiran pengangkutan multimoda tentu cukup beralasan, 

sebab para pengguna jasa transportasi menginginkan pengurusan dokumen 

dapat dilakukan di satu tempat saja dan untuk menggunakan berbagai moda 

transportasi, cukup menggunakan satu dokumen saja.5 

Untuk lebih memahami mengenai pentingnya pengintegrasian 

pengelolaan angkutan multimoda, maka ada beberapa pendapat para ahli 

terkait pentingnya integrasi pengelolaan transportasi multimoda tersebut. 

Menurut Achmad Wiralaba dan Sahat Aditua Fandhitya Silahi : negara 

kepualauan yang cukup besar di dunia adalah negara Indonesia yaitu terdiri 

atas sekitar 17.491 pulau6, oleh sebab itu proses pengiriman barang antar 

pulau harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan seefektif mungkin, 

salah satunya dengan pengiriman barang menggunakan berbagai moda 

transportasi. Sehingga, harus ada peningkatan pada prasarana yang 

digunakan, dalam hal ini prasarana tersebut merupakan fasilitas bongkar muat 

pada barang yang lebih besar lagi sesuai dengan barang yang akan diangkut 

oleh transportasi pengiriman barang.7 Selain itu menurut pendapat ahli lain 

yaitu menurut Tulus Irpan H. S, Imam Sony, dan Sarinah : Multimoda 

memiliki peran dalam meningkatkan keguanaan sebuah barang, mulai dari 

pengelolaan, bahan mentah, ataupun pendistribusian. Oleh sebab itu, 

                                                 
5Sentosa Sembiring, Op.cit., hlm. 139. 
6 Admin, “Koordinasi Penyamaan Persepsi Jumlah Pulai di Indonesia Tahun 2020”, 

September 2020, https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/index.php/2020/09/01/koordinasi-

penyamaan-persepsi-jumlah-pulau-di-indonesia-tahun-2020/, diakses pada tanggal 2 Februari 2021. 
7 Achmad Wirabrata dan Sahat Aditua Frandhitya Silalahi, “Hubungan Infrastruktur 

Transportasi dan Biaya Logistik”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No.1, Juni 2012, 

https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/168. 
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multimoda merupakan suatu hal yang menjadi hal terpenting dalam 

pengiriman barang.8  

Kemudian harapan dari diadakannya multimoda menurut Gemilang 

Tarigan adalah pelayanan one stop service dapat diwujudkan dengan adanya 

multimoda, yaitu dengan penggunaan  indikator pelayanan yang 

berkesinambungan untuk angkutan barang.9 Dilihat dari pendapat pakar dan 

praktisi pengangkutan ini terlihat, bahwa dengan adanya pengangkutan 

multimoda maka pelayanan dalam mengangkut logistik akan lebih cepat 

dengan adanya satu dokumen untuk berbagai moda transportasi. 

Badan usaha angkutan multimoda memiliki tanggungjawab terhadap  

masalah transportasi, masalah gudang, penyimpanan, pengurusan penyatuan 

barang, pengurusan penyediaan ruangan untuk barang, dan pengurusan untuk 

pengiriman barang ekspor dan impor juga bertanggung jawab penuh terhadap 

barang yang diangkutnya selama pengiriman sampai penerima telah 

menerima barang kiriman.  

Angkutan multimoda adalah kegunaan yang sangat penting dalam dunia 

pertansportasian dan pengangkutan, terlebih dalam mengikuti perkembangan 

zaman pada saat ini. Namun, angkutan multimoda masih tergolong sangat 

jarang dikenal oleh masyarakat banyak dan juga masih sangat rendahnya 

                                                 
8 Tulus Irpan H. S, Imam Sony, dan Sarinah, “Kajian Peningkatan Peranan Transportasi 

Multimoda dalam Mewujudkan Visi Logistik Indonesia 2025”, Jurnal Manajemen Bisnis 

Transportasi dan Logistik, Vol. 3 No. 1, September 2016, 

http://library.itltrisakti.ac.id/jurnal/index.php/JMBTL/article/view/84. 
9 Gemilang Tarigan, “Strategi Pengembangan Transportasi Multimoda”, 3 Maret 2017, 

https://docplayer.info/47061530-Strategi-pengembangan-transportasi-multimoda-oleh-drs-

gemilang-tarigan-mba-jakarta-3-maret-2017.html, diakses pada tanggal 14 Februari 2021. 
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Logistics Performance Index (LPI) Indonesia.10 Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka penulis akan mengangkat suatu skripsi yang berjudul : 

“PENGATURAN HUKUM TRANSPORTASI ANGKUTAN 

MULTIMODA DI INDONESIA”. 

 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Dari beberapa masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis mencoba 

untuk membahas rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan hukum transportasi angkutan multimoda di 

Indonesia? 

2. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan 

transportasi angkutan multimoda? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari 

penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum transportasi 

angkutan multimoda di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara para pihak 

dalam penggunaan transportasi angkutan multimoda  

 

                                                 
10 Nirmala, “Mengapa Harus Angkutan Multimoda”, Juni 2017, https://business-

law.binus.ac.id/2017/06/30/mengapa-harus-angkutan-multimoda/, diakses pada tanggal 14 Februari 

2021. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa menambah referensi 

pustaka untuk para penggiat Hukum Perdata, khususnya di bidang Hukum 

Transportasi yang dalam hal ini dikhususkan kepada transportasi 

multimoda. Kajian tentang pengaturan hukum transportasi multimoda ini 

masih sedikit diketahui oleh masyarakat bahkan pelajar, diharapkan 

dengan adanya tulisan ini dapat memberikan pemahaman akan 

implementasi pengaturan hukum, dan hubungan hukum antara para pihak 

dalam penggunaan transportasi angkutan multimoda. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap dapat tercapainya suatu sasaran dalam penulisan ini 

yaitu dapat digunakan sebagai landasan bagi penentu kebijakan yaitu 

Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan pembentukan Undang-

undang Transportasi Multimoda, hal ini dirasa penting untuk 

dipertimbangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna memperkuat 

dan memperjelas tentang pengaturan hukum tentang transportasi 

multimoda di Indonesia. 

 

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Dalam hal membatasi penelitian ini untuk mencegah meluasnya permasalahan 

yang ada dan konteks analisis pembahasan juga tidak keluar dari permasalahan 
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yang dibahas, maka diperlukan ruang lingkup penulisan. Ruang lingkup penelitian 

ini hanya berfokus terhadap implementasi pengaturan hukum angkutan multimoda, 

dan hubungan hukum dari para pihak dalam penggunaan transportasi angkutan 

multimoda. Adapun objek pengangkutan multimoda ini tidak hanya terdiri dari 

angkutan barang saja, namun juga terdapat angkutan penumpang, tetapi pada 

penelitian ini penulis hanya akan membahas pengangkutan multimoda hanya pada 

barang. 

 

F. KERANGKA TEORI 

Teori yaitu, serangkaian bagian, dan definisi yang saling berhubungan 

untuk membuat sebuah pandangan sistematis suatu hal dengan menentukan 

hubungan dari antarvariabel untuk mendeskripsikan kembali sebuah 

fenomena. Landasan teori adalah berbagai macam teori yang saling terikat 

atau terkait yang penjelasan mengenai objek yang akan diteliti oleh penulis 

berdasarkan rumusan masalah yang ada.11 

Kerangka teori penelitian adalah suatu hubungan dari antar konsep yang 

ada terhadap permasalah yang ingin diteliti guna menjelaskan secara lebih 

detail lagi tentang topik yang akan dibahas.12 Teori-teori yang digunakan 

diantaranya: 

  

                                                 
11 Riduwan, “Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula”, 

Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 30. 
12 Yogis “Kerangka Konseptual” 23 Mei 2013, 

https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/, diakses pada tanggal 14 

Februari 2021. 
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a. Teori Perundang-Undangan 

Dalam teori Perundang-undangan salah satu hal yang ditekankan yaitu  

tentang bagaimana materi Peraturan Perundang-undangan dibentuk, lain 

halnya dengan Ilmu Perundang-undangan, Ilmu Perundang-undangan 

lebih berkonsentrasi pada proses pembentukan Perundang-undangan. 

Bagian dari Teori Perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

antara lain adalah : 

1. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5. 

2. DPR bersama dengan Presiden berwenang melaksanakan 

pembentukan serta perancangan Peraturan Perundang-undangan, 

dan Presiden yang kemudian akan mengesahkannya. 

3. Jenis dan hierarki dari Peraturan Perundang-undangan yang telah 

diatur dalam Pasal 7. 

4. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur 

dalam ketentuan Pasal 10.13 

5. Aturan yang mengatur tentang angkutan multimoda : PP No. 8 

Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, Permenhub No. 8 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengesahan Angkutan 

                                                 
13 Afione Ade Rosika, “Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 

QISTIE, Vol. 12 No. 1, Mei 2019, 

https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/2755/2711, hlm. 26. 
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Multimoda, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU 

No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 23 Tahun 2007 

tentang Perkeretaapian. 

b. Teori Kesepakatan 

Kesepakatan dalam suatu perjanjian diperoleh setelah terdapatnya 

pihak yang memberikan penawaran dan terdapat pula pihak yang 

menerima tawaran tersebut serta sudah terjadi kesepakatan antar pihak 

tersebut. yang dimaksud dengan penawaran adalah sebuah kondisi dimana 

ada pihak yang menawarkan sesuatu berdasarkan kehendaknya yang 

dilaksanakan dengan perjanjian dan ada unsur esensialia dalam penawaran 

yang dibuat olehnya. Sedangkan, penerimaan berarti adanya satu pihak 

yang secara sukarela tanpa adanya paksaan menerima tawaran yang 

diberikan oleh pihak lainnya. 

Jadi, kesepakatan adalah persesuaian dari kemauan satu pihak dengan 

pihak lainnya yang terlibat. Beberapa teori yang dapat mengakibatkan 

terjadinya persesuian pernyataan:14 

1. Teori Pernyataan (uitingstheorie), kesepakatan (toesteming) dapat 

terlaksana ketika subjek penerima telah menyetujui untuk melakukan 

penerimaan terhadap objek kesepakatan yang sudah ditentukan. 

                                                 
14 Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 33-41. 
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2. Teori Pengiriman (verzendtheorie), terjadi setelah telegram 

dikirimkan oleh subjek selaku penerima tawaran. 

3. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), terjadi ketika penerimaan 

sudah tercapai dan diketahui oleh subjek yang ditawarkan. Akan 

tetapi, terkait hal tersebut belum diterima olehnya.. 

4. Teori Penerimaan (ontvangstheorie), ketika pihak lawan telah 

memberikan jawaban secara langsung tawarandari pihak yang 

menawarkan. 

c. Teori Kontrak 

Hubungan hukum yang terjadi dari antar subjek hukum yang terlibat 

dalam suatu perjanjian dianalisis oleh suatu teori, yaitu teori kontrak (the 

contract theory), sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Restatement (Second) of 

Contracts Amerika Serikat 1932 yang menyatakan pengertian kontrak 

secara teoritis yaitu:15 

“Sebuah janji untuk suatu pelanggaran yang hukumnya memberikan 

perbaikan, atau sebuah upaya yang diakui menurut hukum sebagai suatu 

kewajiban”. 

Menurut Dacid J. Mack, pengertian kontrak adalah :16 “that creates 

an obligation that happens because an agreement between the parties to 

do or not to commit a certain act or to determine the act” 

                                                 
15 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Disertasi dan Tesis, Jakarta, PT Raja Grafindo Pesada, hlm. 239. 
16 Ibid. 
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Sebuah persetujuan dari satu pihak dengan pihak lainnya untuk 

menciptakan kewajiban hukum yang mengikat wajib dilaksanakan dan 

tidak wajib untuk dilaksanakan bagi para pihaknya yang disebut dengan 

kontrak. Beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak dalam definisi ini 

meliputi :17 

1. Para subjek menyetujui kontrak; 

2. Ada subjek yang melaksanakan kontrak; 

3. Terdapat kewajiban bagi para subjek; dan 

4. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 

Teori ini merupakan teori yang menganalisis mengenai hubungan 

hukum antara debitur dan kreditur terkait timbulnya kewajiban dan hak 

dalam kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. 

G. METODE PENELITIAN 

Penelitian adalah sebuah langkah penelusuran sarana aktif dan terstruktur 

guna menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam. Ilmu pengetahuan 

adalah pengetahuan yang dirangkai secara terstruktur melalui penggunaan daya 

pikir dan pengetahuan selalu dapat diperiksa dan selalu berkembang. Hal ini 

berguna untuk membuat orang lebih baik dan memiliki pemahaman yang lebih 

mendalam.18 Guna tersusunnya secara sistematis untuk penulisan ini, serta bisa 

diperiksa serta ditelaah secara kritis, maka diperlukan beberapa metode yang 

dipakai oleh penulis dalam penelitian ini: 

                                                 
17 Ibid. 
18 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 3. 
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a. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah metode pendekatan 

secara normatif, sebab dalam penelitian ini akan dicari tahu bagaimana 

pengaturan hukum dalam badan usaha angkutan multimoda di Indonesia, 

serta hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan transportasi 

angkutan multimoda. penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto 

meliputi : 19  

1. Asas-asas hukum 

2. Sistematika hukum 

3. Taraf sinkronisasi hukum 

4. Sejarah hukum, dan 

5. Perbandingan hukum. 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini sifatnya yaitu deskriptif, karena ditujukan untuk 

memberikan penjelasan secara rinci dan apa adanya terkait dengan penentuan 

pengaturan hukum transportasi angkutan multimoda di Indonesia. 

c. Sumber Bahan Hukum 

Peneliti menggunakan beberapa sumber bahan hukum dalam melakukan 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bahan Hukum Primer 

Yaitu sebuah ikatan bahan hukum pokok,20 yang digunakan oleh 

penulis diantaranya: 

1. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 

                                                 
19 Ibid., hlm. 55. 
20 Ibid., hlm. 3. 
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2. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 

3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

4. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

5. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda; 

6. Perpres No. 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Framework 

Agreement On Multimoda Transport (Persetujuan Kerangka Kerja 

Asean Tentang Angkutan Multimoda); 

7. Permenhub No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengusahaan Angkutan Multimoda; 

8. Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

9. Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang sumber informasinya didapatkan dari catatan hukum, 

jurnal serta informasi tambahan lain yang terkait dengan masalah 

(terutama hukum perdata), yang dapat memberikan dukungan kepada 

sumber utama. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bersumber dari beberapa buku dan jurnal dari disiplin ilmu lain yang 

berkaitan dengan bahan hukum lainnya21, guna menunjang bahan hukum 

primer dan sekunder, dimana penulisan skripsi ini sangat terbantu oleh 

bahan hukum tersebut.   

                                                 
21 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, hlm. 93. 
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d. Pendekatan Penelitian Hukum 

Setiap penelitian pada umumnya senantiasa menggunakan jenis-jenis 

pendekatan tertentu guna memudahkan penulis dalam menganalisis isu yang 

sedang dibahas. Karena peneliti bersifat normatif,  maka penulis memutuskan 

untuk melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. 

1. Pendekatan Perundang-undangan 

Pada pendekatan ini penulis mengumpulkan seluruh peraturan 

Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya lalu kemudian ditelaah 

satu persatu.22 Bisa berupa peraturan hukum yang bersifat nasional, 

maupun peraturan hukum yang bersifat internasional.  

2. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan yang bertolak dari beberapa doktrin yang ada dan 

berkembang di dalam ilmu hukum yaitu disebut sebagai pendekatan 

konseptual.  

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Sebagaimana telah diketahui, ada jenis alat pengumpulan bahan dalam 

penelitian yaitu studi Pustaka, pengamatan atau observasi. Masing-masing 

alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan secara bersamaan 

maupun terpisah untuk menghasilkan hasil yang terbaik.23 Adapun dalam 

                                                 
22 Ngobrolin hukum, “Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Desember 2013, 

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/, diakses pada tanggal 8 Februari 2021. 
23 Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 66. 
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penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan dengan 

menggunakan studi bahan pustaka dan pengamatan atau observasi. 

Pengumpulan bahan yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan 

menginventarisir beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan, 

dengan kata lain peneliti akan mencoba menghimpun bahan hukum positif 

apa saja yang berkenaan dengan judul yang akan diangkat. 

f. Bahan Hukum Analisis 

Analisis kualitatif atau kuantitatif adalah sebuah teknik yang sering 

dipakai untuk sebuah penelitian dan pada skripsi ini, penulis memilih untuk 

menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa 

pendekatan kualitatif yaitu hasil dari sebuah penelitian berbentuk tulisan 

atau sebuah kata-kata lisa dari orang atau juga memahami perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain dari subjek terkait yang kemudian 

dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan dijadikan sebuah data deskriptif.24 

g. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Setelah dilakukannya penelitian yang didasarkan pada berbagai 

sumber kepustakaan yang ada, diharapkan nantinya penelitian ini dapat 

menghasilkan suatu gagasan yang dapat saja digunakan oleh para pemangku 

kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal menentukan kebijakan-

kebijakan yang bersifat strategis khususnya yang berkaitan dengan 

implementasi pengaturan hukum transportasi angkutan multimoda di 

                                                 
24 Lexy J. Moleong, 2018, Metedologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 

hlm. 4-6. 
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Indonesia, yang mana sampai saat ini sudah cukup baik terlaksana namu 

masih memiliki beberapa kendala, dan juga secara hierarki perundang-

undangan belum adanya aturan yang tertulis dalam UU mengenai 

transportasi multimoda melainkan hanya diatur pada PP, Perpres dan 

Permen. Adapun metode penarikan kesimpulan yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif. Sebab, di dalam 

penelitian ini peneliti akan mencoba mempelajari mengenai pengaturan 

hukum transportasi angkutan multimoda  serta hubungan hukum antara para 

pihak dalam penggunaan transportasi angkutan multimoda. 
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